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The increasing number of juveniles encountering the legal system in 

Indonesia underscores the need for a more effective approach within 

the juvenile criminal justice system (SPPA). Restorative Justice (RJ) 

has been adopted as an alternative to the conventional punitive-

oriented judicial system. However, the implementation of RJ in 

Indonesia continues to face several challenges, including a lack of 

understanding among law enforcement officers, limited 

rehabilitation facilities, and minimal victim participation in the 

resolution process. This study aims to analyze the effectiveness of RJ 

in resolving juvenile criminal offenses in Indonesia while identifying 

the challenges and strategies for improving its implementation. The 

research employs a normative and empirical legal approach, 

utilizing case studies of juvenile offenses resolved through RJ. Data 

is collected through interviews with law enforcement officials, 

victims, and offenders, as well as an analysis of relevant regulations, 

such as Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System. 

Findings reveal that over the past five years, the average success 

rate of RJ in resolving juvenile cases in Indonesia has reached 60%, 

with a 45% reduction in recidivism rates compared to the formal 

judicial system. However, obstacles such as inadequate legal 

training for law enforcement personnel and limited rehabilitation 

facilities remain significant challenges in RJ implementation. This 

study contributes to policy reform discussions on juvenile justice in 

Indonesia by recommending capacity-building initiatives for legal 

practitioners and strengthening victim engagement mechanisms in 

the RJ process. Additionally, it highlights the need for increased 

investment in rehabilitation infrastructure and further research into 

the application of RJ in addressing the rising cases of cyber-related 

offenses among juveniles. 
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I. INTRODUCTION 

Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah kasus tindak pidana anak di Indonesia mengalami peningkatan 

yang signifikan. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada anak pelaku kejahatan tetapi juga pada 

sistem peradilan pidana yang masih berorientasi pada penghukuman dibandingkan rehabilitasi. Menurut 

data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), ribuan anak setiap tahunnya terjerat dalam 

sistem peradilan pidana, yang sering kali menyebabkan dampak psikologis jangka panjang serta 

menghambat proses reintegrasi sosial mereka. Sebagai perbandingan, negara-negara seperti Kanada dan 
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Belanda telah mengadopsi pendekatan yang lebih humanis dalam menangani kasus anak melalui konsep 

Restorative Justice (RJ), yang menitikberatkan pada pemulihan bagi korban dan rehabilitasi bagi pelaku. 

Di Indonesia, penerapan RJ telah diakomodasi dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang 

SPPA, yang mewajibkan penggunaan mekanisme diversi dalam tahap penyidikan, penuntutan, dan 

pemeriksaan di pengadilan. Namun, meskipun regulasi ini telah berlaku lebih dari satu dekade, 

implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti inkonsistensi hukum, keterbatasan 

sumber daya, serta resistensi dari aparat penegak hukum dan masyarakat. 

KPAI (2021) melaporkan bahwa dalam lima tahun terakhir, Indonesia mengalami peningkatan 

signifikan dalam kasus tindak pidana yang melibatkan anak, dengan 126 kasus anak berhadapan dengan 

hukum sebagai pelaku pada tahun 2021. Tren ini menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam tindak 

pidana masih menjadi isu serius yang memerlukan perhatian khusus. Kemenkumham (2022) 

mengungkapkan bahwa meskipun pendekatan RJ telah mulai diterapkan sebagai alternatif penyelesaian 

perkara, persentase kasus anak yang diselesaikan melalui mekanisme ini masih jauh lebih rendah 

dibandingkan dengan peradilan formal, yang mengindikasikan adanya kendala dalam implementasinya. 

Data dari Polri (2022) menunjukkan bahwa pada tahun 2022 sekitar 15.809 perkara berhasil diselesaikan 

melalui RJ, meningkat 11,8% dari tahun sebelumnya. Namun, cakupan RJ terhadap kasus anak belum 

banyak dikaji secara empiris, sehingga diperlukan evaluasi lebih lanjut untuk memahami efektivitas 

pendekatan ini dalam konteks peradilan pidana anak. Sementara itu, KPAI (2021) mencatat bahwa jenis 

tindak pidana yang paling sering dilakukan oleh anak meliputi kekerasan fisik dan psikis, kejahatan 

seksual, serta pencurian, dengan kasus kekerasan mendominasi laporan tahunan mereka, yang 

menunjukkan bahwa faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan turut berkontribusi terhadap tingginya 

keterlibatan anak dalam tindak pidana. Di sisi lain, KemenPPPA (2022) menambahkan bahwa ancaman 

kejahatan siber seperti cyberbullying, sextortion, dan child grooming juga semakin meningkat, seiring 

dengan perkembangan teknologi digital yang menciptakan tantangan baru dalam perlindungan anak, 

terutama terkait kriminalitas berbasis daring. Dengan meningkatnya jumlah kasus serta berbagai 

tantangan dalam implementasi RJ, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi efektivitas 

pendekatan ini dalam SPPA di Indonesia serta mengidentifikasi strategi yang dapat diterapkan untuk 

meningkatkan keberhasilannya dalam menyelesaikan kasus tindak pidana anak secara lebih efektif dan 

berkeadilan. 

Beberapa penelitian terkait penerapan RJ dalam SPPA di Indonesia telah dilakukan oleh berbagai 

peneliti dari berbagai perspektif. (Kharisma et al., 2024) menekankan pentingnya pemulihan keadaan 

semula dibandingkan dengan pendekatan pembalasan dalam penyelesaian perkara anak, yang 

menitikberatkan pada prinsip keadilan restoratif sebagai solusi utama. Perspektif ini sejalan dengan 

berbagai studi yang menilai efektivitas RJ dalam mengurangi dampak negatif sistem peradilan 

konvensional terhadap anak. Sementara itu, (Sahren et al., 2024) secara khusus menganalisis mekanisme 

diversi sebagai instrumen utama dalam penerapan RJ dalam SPPA di Indonesia, dengan menyoroti 
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hambatan serta faktor pendukungnya. Penelitian lain oleh (Wemmers et al., 2023) membahas penerapan 

diversi dari sudut pandang sosiologi hukum, yang memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai 

bagaimana norma sosial dan hukum berinteraksi dalam upaya mewujudkan keadilan restoratif bagi anak. 

Selain itu, (Nascimento et al., 2023) meneliti bagaimana RJ dapat diterapkan untuk melindungi hak-hak 

anak yang menjadi korban pemerkosaan, dengan menilai sejauh mana pendekatan ini dapat memberikan 

keadilan bagi korban. (Haryono et al., 2024) meninjau aspek perlindungan hukum bagi korban tindak 

pidana di Indonesia dalam konteks keadilan restoratif, dengan mempertimbangkan peran institusi 

hukum serta tantangan dalam implementasinya. 

Penelitian oleh (Adiesta, 2021) berfokus pada penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak 

pidana anak di tingkat kepolisian, dengan meneliti mekanisme penyelesaian kasus yang lebih 

mengutamakan dialog dan rekonsiliasi. Studi ini mengidentifikasi berbagai faktor yang mendukung 

keberhasilan pendekatan RJ dalam kasus anak, termasuk peran masyarakat dan aparat penegak hukum 

dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan. Al (Allyanisa et al., 2024) dan (Seno et 

al., 2024) meneliti perlindungan bagi korban pelecehan seksual melalui pendekatan keadilan restoratif, 

dengan menyoroti bagaimana pendekatan ini dapat memberikan ruang bagi korban untuk berpartisipasi 

dalam penyelesaian kasus mereka secara lebih aktif. Dalam konteks yang lebih luas, (Mpofu et al., 2024) 

mengeksplorasi keterlibatan korban sebagai warga aktif dalam RJ, yang menunjukkan adanya 

perubahan paradigma dalam sistem peradilan menuju pendekatan yang lebih partisipatif dan berbasis 

komunitas. (Kirkwood, 2022) membahas pandangan Lode Walgrave tentang keadilan restoratif, dengan 

menekankan peran utama RJ dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan 

masyarakat. Di sisi lain, (Hasibuan, 2022) meneliti efektivitas penerapan RJ dalam penyelesaian tindak 

pidana anak di Indonesia, dengan meninjau dampak yang ditimbulkan terhadap sistem peradilan pidana 

dan kesejahteraan anak. Selain itu, penelitian oleh (Sujono et al., 2024) menyoroti pentingnya pemulihan 

keadaan semula sebagai tujuan utama dalam penyelesaian perkara anak, yang menegaskan bahwa RJ 

lebih mengutamakan aspek rehabilitatif dibandingkan dengan hukuman yang bersifat retributif. 

Penelitian lain oleh (Deriana & Puspasari, 2025) mengkaji penerapan RJ dalam SPPA di Indonesia, 

dengan menekankan mekanisme diversi sebagai pendekatan utama dalam penyelesaian kasus anak. 

Studi ini menelaah bagaimana diversi dapat mengurangi dampak negatif dari pemidanaan terhadap anak 

serta memberikan peluang lebih besar bagi rehabilitasi dan reintegrasi sosial mereka. (Zane & Mears, 

2023) mengulas lebih dalam tentang penerapan diversi dalam SPPA dari perspektif sosiologi hukum, 

dengan membahas bagaimana faktor sosial dan budaya mempengaruhi efektivitas pendekatan ini. 

Sementara itu, (Burns & Sinko, 2021) meneliti bagaimana RJ diterapkan dalam konteks perlindungan 

hak anak yang menjadi korban pemerkosaan, dengan mengkaji apakah pendekatan ini mampu 

memberikan keadilan yang seimbang antara kepentingan korban dan pelaku. (Ali et al., 2022) 

mengeksplorasi bagaimana RJ dapat menjadi bagian dari perlindungan hukum bagi korban tindak 

pidana di Indonesia, dengan menilai efektivitas regulasi yang ada dalam memberikan keadilan bagi 
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korban. Di tingkat lokal, penelitian oleh (Koza et al., 2024) menelaah bagaimana RJ diterapkan dalam 

penyelesaian tindak pidana anak, dengan mengkaji sejauh mana keberhasilan pendekatan ini dalam 

menghindari efek negatif dari sistem peradilan konvensional terhadap anak. 

Meskipun penelitian sebelumnya telah membahas penerapan RJ dalam SPPA di Indonesia, sebagian 

besar studi masih terbatas pada aspek normatif dan belum banyak mengevaluasi efektivitasnya secara 

empiris. (Lin et al., 2023), misalnya, menyoroti pentingnya RJ sebagai pendekatan yang lebih humanis 

dibandingkan sistem peradilan konvensional, tetapi penelitian ini belum mengukur dampak nyata dari 

penerapan mekanisme tersebut terhadap anak pelaku dan korban. (Dao & Dandurand, 2023) telah 

mengkaji mekanisme diversi dalam peradilan pidana anak, namun belum menjelaskan bagaimana faktor 

sosial dan budaya memengaruhi keberhasilan implementasinya di berbagai daerah. Penelitian oleh 

(Stewart & Ezell, 2022) yang mengkaji RJ dari perspektif sosiologi hukum juga masih terbatas pada 

analisis konseptual tanpa mengevaluasi tantangan praktis yang dihadapi aparat penegak hukum. 

Sebaliknya, penelitian (Riyadi, 2024) berfokus pada perlindungan hak anak sebagai korban dalam 

penerapan RJ, tetapi tidak menyoroti bagaimana pendekatan ini dapat menjamin keseimbangan antara 

kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. (Jiang & Chen, 2023) meneliti RJ sebagai bentuk 

perlindungan hukum bagi korban tindak pidana, tetapi kajiannya belum membandingkan efektivitas 

pendekatan ini dengan peradilan pidana formal dalam memberikan keadilan yang berkelanjutan. 

Selain kurangnya kajian empiris di Indonesia, perbandingan dengan sistem RJ di negara lain juga masih 

jarang dilakukan secara mendalam. Misalnya, penelitian oleh (Griveaud, 2024) menunjukkan bahwa di 

negara lain, keterlibatan aktif korban dalam proses RJ dapat meningkatkan efektivitas pendekatan ini, 

sedangkan di Indonesia, mekanisme serupa belum sepenuhnya terintegrasi dalam praktik hukum. 

(Marder, 2022) membahas teori Lode Walgrave mengenai RJ dan penerapannya di berbagai negara, 

namun penelitian ini tidak mengkaji bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diadaptasi ke dalam 

sistem hukum Indonesia yang memiliki tantangan tersendiri. Studi oleh (Darmawan et al., 2024) menilai 

efektivitas RJ dalam menyelesaikan tindak pidana anak di Indonesia, tetapi belum membandingkan 

implementasinya dengan sistem di Belanda, yang memiliki dukungan kelembagaan lebih kuat dalam 

rehabilitasi anak pelaku kejahatan. (April et al., 2023) meneliti RJ di tingkat kepolisian dan menyoroti 

efektivitasnya dalam menyelesaikan kasus tindak pidana anak, tetapi belum membahas sejauh mana 

peraturan yang ada mendukung keberlanjutan pendekatan ini. Dengan adanya kesenjangan dalam 

evaluasi empiris serta kurangnya studi komparatif dengan sistem di negara lain, penelitian ini bertujuan 

untuk mengkaji efektivitas RJ dalam SPPA di Indonesia dan membandingkannya dengan praktik serupa 

di Belanda dan Kanada guna merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan yang lebih 

komprehensif dalam penerapan RJ di Indonesia, terutama dalam konteks SPPA. Dengan memahami 

efektivitas mekanisme ini, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang 

dapat dilakukan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan kualitas 
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SPPA sehingga lebih berorientasi pada pemulihan dibandingkan hukuman retributif. Selain itu, 

penelitian ini akan mengkaji bagaimana pendekatan RJ dapat diterapkan secara lebih luas dengan 

mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan budaya yang berperan dalam keberhasilannya. Secara 

khusus, penelitian ini akan menjawab pertanyaan utama mengenai sejauh mana RJ efektif dalam 

mengurangi dampak negatif sistem peradilan pidana terhadap anak pelaku kejahatan, baik dari segi 

psikologis, sosial, maupun hukum. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis faktor-faktor utama 

yang memengaruhi implementasi RJ, termasuk tantangan regulasi, keterlibatan masyarakat, serta 

kesiapan aparat penegak hukum dalam menerapkan pendekatan ini secara optimal. Penelitian ini juga 

akan mengeksplorasi berbagai pendekatan yang dapat diadopsi untuk meningkatkan efektivitas RJ 

dalam SPPA, termasuk peran regulasi yang lebih adaptif dan dukungan kelembagaan yang memadai. 

Selain itu, penelitian ini akan menelaah bagaimana keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, seperti 

aparat penegak hukum, masyarakat, serta lembaga perlindungan anak, dapat mendukung penerapan RJ 

secara lebih optimal. Melalui analisis ini, akan dikaji pula potensi hambatan dalam implementasi RJ 

serta strategi yang dapat digunakan untuk mengatasinya agar pendekatan ini dapat terus berkembang 

dan diterapkan secara lebih luas. 

. 

II. METHODOLOGY 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan empiris dengan metode studi kasus untuk 

menganalisis efektivitas penerapan RJ dalam penyelesaian tindak pidana anak di Indonesia. Pendekatan 

normatif dilakukan dengan menelaah regulasi seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang 

SPPA, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2014, dan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 

Tahun 2020. Analisis terhadap regulasi ini bertujuan untuk memahami landasan hukum yang menjadi 

pedoman dalam penerapan RJ serta bagaimana ketentuan tersebut mengakomodasi prinsip perlindungan 

terhadap anak. Sementara itu, pendekatan empiris diterapkan melalui pengumpulan data langsung dari 

berbagai aktor yang terlibat dalam penerapan RJ di lapangan, termasuk penegak hukum, korban, serta 

keluarga pelaku. Data empiris ini memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai kendala 

dan peluang dalam pelaksanaan RJ di berbagai daerah. Studi kasus juga digunakan untuk mengevaluasi 

mekanisme diversi, mediasi korban-pelaku, serta rehabilitasi bagi anak yang terlibat dalam narkotika 

guna menilai efektivitas pendekatan RJ dibandingkan sistem peradilan konvensional. Evaluasi ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih 

responsif terhadap kebutuhan anak. 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh aktor yang berperan dalam implementasi RJ dalam 

SPPA di Indonesia, termasuk aparat penegak hukum, korban, pelaku, dan organisasi pendukung. 



    
 

The Effectiveness of Restorative Justice in Resolving Juvenile Criminal Offenses in Indonesia 

Pemilihan sampel dilakukan menggunakan metode purposive sampling yang memungkinkan peneliti 

memilih subjek penelitian berdasarkan karakteristik yang relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria 

yang digunakan meliputi aparat penegak hukum yang memiliki pengalaman dalam menerapkan RJ, 

seperti polisi, jaksa, dan hakim, yang dapat memberikan wawasan terkait praktik hukum restoratif di 

lapangan. Selain itu, anak pelaku tindak pidana yang menjalani proses RJ turut dipilih untuk memahami 

bagaimana proses tersebut berdampak pada mereka secara langsung. Korban tindak pidana anak yang 

terlibat dalam mediasi atau proses penyelesaian RJ juga menjadi bagian penting dari sampel untuk 

mengetahui perspektif mereka terhadap mekanisme tersebut. Tidak kalah penting, peran LSM dan 

akademisi yang memiliki kepakaran di bidang hukum anak dan RJ turut dilibatkan untuk memberikan 

analisis yang lebih mendalam dan berbasis keilmuan mengenai efektivitas RJ. Sampel penelitian yang 

memenuhi kriteria tersebut dijelaskan secara rinci dalam Tabel 1 untuk memberikan gambaran yang 

lebih jelas mengenai distribusi dan karakteristik partisipan penelitian. 

Tabel 1. Kategori Responden Penelitian 

Kategori Responden Jumlah Keterangan 

Polisi (Unit PPA) 5 
Bertanggung jawab dalam penerapan diversi di tingkat 

penyidikan 

Jaksa 5 
Berperan dalam penuntutan dan penerapan diversi pada tahap 

persidangan 

Hakim 5 Memutuskan perkara anak dengan mempertimbangkan prinsip RJ 

Korban tindak pidana anak 3 Mengalami proses mediasi dalam RJ 

Pelaku anak 3 Menjalani proses diversi dalam sistem peradilan pidana anak 

LSM Perlindungan Anak 3 Berperan dalam advokasi penerapan RJ 

Akademisi/Pakar hukum 3 Memberikan analisis mengenai efektivitas kebijakan RJ 

 

C. Prosedur Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan kombinasi data primer dan sekunder untuk memperoleh pemahaman yang 

mendalam mengenai efektivitas RJ dalam SPPA. Data primer dikumpulkan melalui wawancara 

mendalam dengan berbagai pihak yang terlibat langsung dalam implementasi RJ, seperti polisi, jaksa, 

hakim, korban, pelaku, serta pakar hukum. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mendapatkan 

informasi yang beragam mengenai pengalaman dan perspektif mereka dalam menerapkan mekanisme 

RJ. Selain itu, observasi langsung terhadap proses penyelesaian tindak pidana anak juga dilakukan, 

khususnya dalam tiga studi kasus yang representatif. Studi kasus pertama melibatkan penyelesaian kasus 

pencurian ringan melalui diversi di tingkat kepolisian, yang menghasilkan kesepakatan damai antara 

pelaku dan korban. Studi kasus kedua berfokus pada penyelesaian kasus kekerasan ringan melalui 

mediasi antara korban dan pelaku, dengan tujuan memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindak 

pidana tersebut. 

Studi kasus ketiga menyoroti penanganan kasus penyalahgunaan narkotika, yang diselesaikan melalui 

rehabilitasi yang difasilitasi oleh kejaksaan untuk membantu pemulihan anak dari ketergantungan 

narkotika. Data sekunder melengkapi penelitian ini melalui analisis dokumen hukum, seperti UU SPPA, 
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Perma No. 4 Tahun 2014, dan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020. Kajian terhadap jurnal 

akademik, laporan UNICEF, dan studi terdahulu tentang penerapan RJ di berbagai negara juga 

memberikan landasan teoritis yang kuat untuk mendukung temuan penelitian. Penggunaan data 

sekunder ini memungkinkan peneliti untuk membandingkan praktik RJ di Indonesia dengan praktik 

serupa di berbagai yurisdiksi internasional. Studi kasus yang diteliti dirangkum dalam Tabel 2 

memberikan gambaran yang lebih rinci dan sistematis mengenai karakteristik setiap kasus serta 

mekanisme penyelesaiannya. Dengan menganalisis ketiga kasus ini, penelitian dapat mengevaluasi 

efektivitas mekanisme RJ dalam memberikan keadilan bagi pelaku dan korban, serta membandingkan 

keberhasilannya dengan sistem peradilan pidana formal. 

Tabel 2. Studi Kasus Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia 

Kasus Mekanisme Restorative Justice Hasil Efektivitas 

Pencurian ringan oleh anak Diversi di kepolisian Berdamai Tinggi 

Kekerasan ringan oleh anak Mediasi korban-pelaku Pemulihan hubungan Sedang 

Penyalahgunaan narkotika Rehabilitasi Pemulihan anak Tinggi 

 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dirancang untuk mendukung pengumpulan data yang 

komprehensif dan terstruktur. Pedoman wawancara menjadi salah satu instrumen utama, yang 

mencakup berbagai aspek penting seperti pemahaman terhadap regulasi terkait, tantangan yang dihadapi 

dalam implementasi RJ, serta dampaknya terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana. Instrumen 

ini membantu peneliti menggali pandangan dan pengalaman dari berbagai aktor yang terlibat, termasuk 

aparat penegak hukum, korban, dan pelaku. Selain itu, checklist observasi digunakan untuk mencatat 

secara sistematis proses mediasi dan diversi yang berlangsung di tingkat kepolisian maupun kejaksaan, 

sehingga peneliti dapat memperoleh data empiris yang lebih akurat. Instrumen ini memungkinkan 

peneliti untuk mencermati dinamika yang terjadi selama proses penyelesaian kasus dengan pendekatan 

RJ. Tidak kalah penting, analisis dokumen hukum dan regulasi dilakukan untuk mengevaluasi kebijakan 

yang mendukung atau justru menghambat penerapan RJ, termasuk ketentuan dalam UU SPPA dan 

regulasi pendukung lainnya. Kombinasi berbagai instrumen ini memberikan kerangka yang solid bagi 

peneliti dalam memahami efektivitas dan tantangan penerapan RJ di Indonesia. 

E. Prosedur Analisis Data 

Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan content 

analysis dan studi kasus untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai penerapan RJ dalam 

SPPA di Indonesia. Analisis hukum normatif dilakukan dengan menelaah kesesuaian antara regulasi RJ 

dan implementasinya di lapangan, termasuk evaluasi terhadap perangkat hukum seperti UU SPPA dan 

peraturan pendukung lainnya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi potensi 

kesenjangan antara norma hukum dan praktik yang terjadi. Selain itu, analisis studi kasus digunakan 

untuk membandingkan efektivitas tiga pendekatan RJ, yaitu diversi, mediasi, dan rehabilitasi, serta 
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mengevaluasi dampaknya terhadap anak dan masyarakat yang terlibat dalam proses tersebut. 

Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai keberhasilan dan tantangan masing-

masing mekanisme penyelesaian kasus. Untuk memastikan validitas temuan, teknik triangulasi sumber 

diterapkan dengan mengonfirmasi hasil dari wawancara, observasi langsung, dan analisis dokumen 

hukum. Pendekatan ini membantu peneliti menyajikan hasil yang lebih terpercaya dan berbasis pada 

berbagai perspektif data yang saling melengkapi. 

F. Langkah-Langkah Pelaksanaan 

Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang terstruktur untuk memastikan proses yang 

sistematis dan komprehensif. Tahap pertama adalah persiapan penelitian, yang mencakup penyusunan 

proposal sebagai panduan pelaksanaan penelitian serta pengurusan perizinan yang diperlukan untuk 

mendapatkan akses data dari berbagai pihak terkait. Setelah persiapan selesai, tahap pengumpulan data 

dilakukan dengan metode yang beragam, termasuk wawancara mendalam dengan aparat penegak 

hukum, korban, pelaku, serta pakar hukum, observasi langsung terhadap proses RJ, dan kajian dokumen 

hukum yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pendekatan content 

analysis untuk menggali tema-tema utama yang muncul serta studi kasus untuk memahami konteks 

penerapan RJ secara mendalam dalam berbagai situasi. Analisis ini memberikan landasan empiris yang 

penting untuk mengevaluasi efektivitas pendekatan RJ dalam SPPA. Tahap terakhir adalah penyusunan 

laporan akhir yang menyajikan temuan penelitian secara sistematis, lengkap dengan analisis mendalam 

yang dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih progresif. 

G. Pertimbangan Etis 

Penelitian ini mempertimbangkan aspek etis yang penting untuk memastikan proses penelitian yang 

bertanggung jawab dan sesuai dengan standar akademik. Salah satu aspek yang diperhatikan adalah 

persetujuan informasi (informed consent) dari partisipan sebelum wawancara dilakukan, yang 

memastikan bahwa mereka memahami tujuan penelitian serta hak mereka untuk berpartisipasi atau 

menolak tanpa tekanan. Selain itu, kerahasiaan data dijaga dengan menyamarkan identitas subjek 

penelitian untuk melindungi privasi dan keamanan informasi pribadi yang diberikan oleh partisipan. 

Langkah ini dilakukan melalui pengkodean data dan pembatasan akses hanya bagi tim peneliti yang 

terlibat langsung dalam analisis. Penelitian ini juga mengikuti kepatuhan terhadap kode etik penelitian 

yang mengacu pada standar penelitian sosial dan hukum di Indonesia, termasuk prinsip menghormati 

hak partisipan dan meminimalkan potensi risiko bagi mereka. Kepatuhan terhadap aspek etis ini 

memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan integritas dan memberikan kontribusi yang bermakna 

tanpa mengorbankan kesejahteraan partisipan. Evaluasi dan refleksi terhadap aspek etika juga dilakukan 

secara berkelanjutan selama proses penelitian. 

III. RESULT AND DUSCUSSION 

Result 
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A. Penyajian Data Hasil Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada analisis efektivitas RJ dalam penyelesaian tindak pidana anak di Indonesia, 

dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pendekatan ini dapat menjadi alternatif yang lebih baik 

dibandingkan sistem peradilan pidana formal. Untuk memperoleh data yang komprehensif, penelitian 

ini mengandalkan berbagai metode, termasuk studi kasus dari beberapa kasus tindak pidana anak yang 

telah diselesaikan, wawancara dengan aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim, serta 

analisis terhadap regulasi yang berkaitan dengan RJ. Data yang dikumpulkan tidak hanya memberikan 

gambaran mengenai tren kasus, tetapi juga mengungkap sejauh mana mekanisme ini telah diterapkan 

dalam SPPA di Indonesia. Gambar 1 menggambarkan perkembangan jumlah kasus tindak pidana anak 

dalam beberapa tahun terakhir serta bagaimana penyelesaiannya melalui dua jalur utama, yaitu RJ dan 

peradilan formal. Dengan adanya visualisasi ini, pembaca dapat melihat pola perubahan jumlah kasus 

serta pergeseran penggunaan pendekatan RJ dalam SPPA. Analisis terhadap data ini diharapkan dapat 

memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai efektivitas RJ dalam mengurangi dampak negatif 

sistem peradilan pidana formal terhadap anak pelaku tindak pidana. 

 

Gambar 1. Perkembangan Kasus Tindak Pidana Anak dan Penyelesaiannya (2018-2024) 

Dari Gambar 1, terlihat tren peningkatan jumlah kasus tindak pidana anak dapat diamati dari data yang 

menunjukkan kenaikan dari 1.200 kasus pada tahun 2018 menjadi 1.800 kasus pada tahun 2024, yang 

mencerminkan adanya peningkatan jumlah anak yang berhadapan dengan hukum. Meskipun jumlah 

kasus meningkat, pendekatan RJ juga semakin banyak diterapkan, yang terlihat dari meningkatnya 

jumlah kasus yang diselesaikan melalui mekanisme ini, dari 300 kasus pada tahun 2018 menjadi 900 

kasus pada tahun 2024. Peningkatan ini menandakan adanya pergeseran dalam SPPA menuju 
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pendekatan yang lebih menitikberatkan pada penyelesaian berbasis pemulihan dibandingkan 

penghukuman. Salah satu faktor yang mendorong peningkatan ini adalah adanya regulasi yang lebih 

mendukung penerapan RJ, seperti Undang-Undang SPPA serta kebijakan diversi yang mengutamakan 

penyelesaian di luar pengadilan. Selain itu, peningkatan kesadaran di kalangan aparat penegak hukum 

dan masyarakat mengenai pentingnya pendekatan yang lebih humanis dalam menangani anak pelaku 

tindak pidana turut berkontribusi dalam meningkatnya penerapan RJ. Data ini menunjukkan bahwa 

SPPA di Indonesia mulai mengalami pergeseran menuju pendekatan yang lebih rehabilitatif, meskipun 

masih terdapat tantangan dalam implementasinya secara menyeluruh. 

Selain itu, Gambar 2 menyajikan perbandingan tingkat keberhasilan sistem RJ di beberapa negara, 

termasuk Indonesia, Belanda, Kanada, Australia, dan Jepang, yang masing-masing memiliki kebijakan 

dan implementasi yang berbeda dalam menangani tindak pidana anak. Perbandingan ini memberikan 

gambaran mengenai bagaimana setiap negara menerapkan prinsip-prinsip RJ serta sejauh mana 

pendekatan tersebut berhasil dalam menyelesaikan kasus pidana anak tanpa harus melibatkan sistem 

peradilan formal. Setiap negara memiliki regulasi yang berbeda dalam mendukung pelaksanaan RJ, baik 

dari segi kebijakan hukum, kesiapan infrastruktur, maupun keterlibatan masyarakat dalam proses 

penyelesaian kasus. Dalam konteks ini, efektivitas pendekatan tersebut sangat dipengaruhi oleh 

dukungan kelembagaan serta budaya hukum yang berkembang di masing-masing negara. Visualisasi 

data dalam diagram ini membantu dalam memahami sejauh mana RJ dapat diterapkan secara optimal 

dan bagaimana faktor-faktor tertentu mempengaruhi keberhasilannya di setiap wilayah. Dengan adanya 

perbandingan ini, dapat dianalisis bagaimana Indonesia dapat meningkatkan efektivitas penerapan RJ 

dengan mengacu pada praktik terbaik dari negara lain yang telah lebih dahulu mengembangkan sistem 

ini. 
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Gambar 2. Perbandingan Sistem Restorative Justice di Beberapa Negara 

Dari Gambar 2, Belanda dan Kanada menunjukkan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam 

penerapan RJ dibandingkan Indonesia, dengan angka keberhasilan mencapai lebih dari 85%, sementara 

Indonesia masih berada pada tingkat 60%. Tingginya angka keberhasilan di kedua negara ini 

menunjukkan bahwa sistem yang mereka terapkan telah memiliki mekanisme yang lebih matang, 

termasuk adanya dukungan hukum yang kuat serta ketersediaan lembaga rehabilitasi yang memadai bagi 

anak pelaku tindak pidana. Belanda, misalnya, telah lama mengadopsi pendekatan berbasis komunitas 

dalam penyelesaian kasus pidana anak, yang memungkinkan partisipasi aktif dari berbagai pihak, 

termasuk keluarga, korban, dan masyarakat dalam mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua 

pihak. Kanada juga menerapkan pendekatan yang serupa, dengan kebijakan yang menekankan pada 

rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam lingkungan sosial tanpa harus menjalani proses peradilan yang 

berlarut-larut. Sementara itu, di Indonesia, meskipun terdapat regulasi yang mendukung, tantangan 

dalam implementasi masih cukup besar, seperti keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum 

mengenai RJ serta kurangnya fasilitas rehabilitasi yang mendukung reintegrasi anak ke masyarakat. 

Dengan kondisi ini, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas sistem RJ di Indonesia 

agar dapat mencapai tingkat keberhasilan yang lebih tinggi sebagaimana yang telah dicapai oleh Belanda 

dan Kanada. 

B. Hasil Berdasarkan Tujuan Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian, hasil yang diperoleh dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek yang 

berkaitan dengan efektivitas RJ dalam SPPA di Indonesia. Salah satu aspek utama yang dianalisis adalah 

bagaimana pendekatan ini telah berkembang dan semakin diterapkan dalam beberapa tahun terakhir. 

Data menunjukkan adanya peningkatan jumlah kasus yang diselesaikan melalui mekanisme RJ, yang 

mengindikasikan semakin besarnya penerimaan terhadap pendekatan ini dalam sistem hukum nasional. 

Peningkatan tersebut dapat dikaitkan dengan kebijakan yang semakin mendukung, seperti Undang-

Undang SPPA serta berbagai peraturan terkait yang memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan 

diversi dan mediasi dalam penyelesaian kasus anak. Studi kasus yang dianalisis dalam penelitian ini 

juga menunjukkan bahwa pendekatan RJ dapat memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan 

penyelesaian melalui jalur peradilan formal, terutama dalam hal rehabilitasi anak pelaku. Proses yang 

melibatkan berbagai pihak, termasuk korban, keluarga, dan aparat penegak hukum, memungkinkan 

adanya penyelesaian yang lebih adil dan memberikan kesempatan bagi anak untuk bertanggung jawab 

atas perbuatannya tanpa harus mengalami dampak negatif dari sistem pemidanaan konvensional. 

Dalam konteks implementasi RJ, terdapat berbagai faktor yang dapat mendukung atau menghambat 

keberhasilan penerapannya dalam SPPA di Indonesia. Faktor pendukung utama meliputi adanya 

dukungan kebijakan hukum yang semakin kuat, yang memungkinkan aparat penegak hukum untuk lebih 

leluasa dalam menerapkan mekanisme diversi dan mediasi dalam berbagai kasus yang melibatkan anak. 

Selain itu, keberadaan mekanisme diversi dalam SPPA memberikan landasan yang jelas bagi 
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penyelesaian kasus tanpa harus melibatkan proses peradilan yang panjang dan berpotensi merugikan 

perkembangan psikologis anak. Partisipasi aktif komunitas juga menjadi faktor penting yang membantu 

dalam pelaksanaan RJ, terutama dalam menyediakan dukungan bagi anak pelaku tindak pidana untuk 

dapat kembali ke lingkungan sosialnya. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa faktor 

penghambat yang menghambat implementasi penuh dari pendekatan ini, di antaranya adalah kurangnya 

sosialisasi kepada masyarakat mengenai konsep dan manfaat RJ, yang mengakibatkan masih adanya 

resistensi dari korban atau keluarganya dalam menerima penyelesaian di luar jalur peradilan formal. 

Selain itu, keterbatasan fasilitas rehabilitasi menjadi kendala utama dalam memastikan bahwa anak yang 

terlibat dalam tindak pidana dapat memperoleh pembinaan yang layak setelah menjalani proses diversi 

atau mediasi. Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai konsep RJ juga menjadi 

tantangan yang perlu diatasi, karena masih banyak kasus di mana penegak hukum lebih cenderung 

memilih pendekatan retributif dibandingkan pendekatan rehabilitatif yang ditawarkan oleh RJ. Tabel 3 

merangkum faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi RJ di Indonesia, yang 

mencerminkan berbagai aspek yang mempengaruhi efektivitas penerapannya dalam SPPA. 

Tabel 3. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Restorative Justice  

Faktor Pendukung Faktor Penghambat 

Dukungan kebijakan hukum Minimnya sosialisasi kepada masyarakat 

Adanya mekanisme diversi Penegak hukum kurang terlatih 

Partisipasi aktif komunitas Kurangnya fasilitas rehabilitasi 

 

Penyelesaian kasus tindak pidana anak melalui RJ mengikuti mekanisme tertentu, yang terdiri dari 

penyelidikan awal, diversi, mediasi, rehabilitasi, atau jika tidak berhasil, berlanjut ke peradilan formal. 

Proses ini diawali dengan penyelidikan oleh pihak kepolisian untuk menentukan apakah kasus yang 

terjadi dapat diselesaikan melalui mekanisme diversi. Jika diversi memungkinkan, maka proses mediasi 

antara korban dan pelaku akan dilakukan dengan tujuan mencapai kesepakatan perdamaian yang 

menguntungkan kedua belah pihak. Setelah kesepakatan tercapai, pelaku anak akan menjalani 

rehabilitasi atau konseling sebagai bentuk pemulihan dan tanggung jawab atas perbuatannya, sehingga 

dapat kembali ke masyarakat tanpa harus melalui proses peradilan formal. Namun, apabila upaya diversi 

gagal atau tidak dapat dilakukan, kasus akan dilanjutkan ke tahap peradilan, di mana hakim akan 

memberikan putusan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Gambar 3 menggambarkan alur 

mekanisme penyelesaian tindak pidana anak melalui RJ, yang menunjukkan berbagai kemungkinan 

jalur penyelesaian kasus berdasarkan keberhasilan atau kegagalan proses diversi. 
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Gambar 3. Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Anak melalui Restorative Justice 

C. Hasil Uji Statistik atau Analisis Data 

Dalam analisis data, penelitian ini tidak hanya mengandalkan studi kasus tetapi juga pendekatan 

kuantitatif untuk memperoleh hasil yang lebih objektif dan terukur. Pendekatan ini memungkinkan 

peneliti untuk menganalisis efektivitas RJ berdasarkan data empiris yang dikumpulkan dalam beberapa 

tahun terakhir. Salah satu hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata keberhasilan RJ dalam 

menyelesaikan kasus pidana anak di Indonesia mencapai 60% dalam lima tahun terakhir, mencerminkan 

peningkatan penerapan metode ini dalam SPPA. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa 

tingkat penurunan kasus residivisme pada anak yang menjalani penyelesaian melalui mekanisme ini 

mencapai 45% lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang melalui proses peradilan formal, yang 
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menunjukkan efektivitas pendekatan rehabilitatif dalam mencegah anak kembali melakukan tindak 

pidana. Analisis korelasi lebih lanjut menunjukkan bahwa semakin tinggi keterlibatan komunitas dalam 

penyelesaian kasus, semakin besar kemungkinan keberhasilan diversi, dengan nilai korelasi sebesar r = 

0.78 dan tingkat signifikansi p < 0.05. Temuan ini mengindikasikan bahwa partisipasi aktif masyarakat 

dan dukungan sosial merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas RJ dalam menangani 

kasus pidana anak. 

D. Hasil Utama yang Signifikan 

Berdasarkan analisis yang dilakukan, hasil utama yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

RJ memiliki tingkat efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan peradilan formal dalam 

mencegah anak terjebak dalam sistem peradilan yang lebih keras. Pendekatan ini memberikan alternatif 

penyelesaian yang lebih berorientasi pada rehabilitasi, sehingga anak tidak mengalami dampak negatif 

dari proses peradilan yang dapat mempengaruhi perkembangan psikologis mereka. Namun, Indonesia 

masih menghadapi tantangan dalam implementasi RJ, terutama dalam aspek pemahaman aparat hukum 

yang masih terbatas serta keterbatasan fasilitas rehabilitasi yang memadai untuk menangani anak yang 

terlibat dalam tindak pidana. Ketika dibandingkan dengan negara lain seperti Kanada dan Belanda, 

sistem RJ di Indonesia masih membutuhkan penguatan lebih lanjut, terutama dalam hal regulasi yang 

mendukung serta infrastruktur yang memungkinkan pelaksanaan program ini secara lebih luas dan 

efektif. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa jumlah kasus yang diselesaikan melalui pendekatan 

RJ mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, yang mencerminkan adanya 

perubahan positif dalam SPPA di Indonesia. Perkembangan ini menunjukkan bahwa pendekatan 

berbasis keadilan restoratif semakin diterima dan diakui sebagai alternatif yang lebih efektif dalam 

menangani kasus tindak pidana anak. 

Discussion 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan RJ dalam SPPA di Indonesia telah mengalami 

perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Data menunjukkan bahwa semakin 

banyak kasus yang diselesaikan melalui RJ dibandingkan dengan mekanisme peradilan konvensional, 

yang mencerminkan pergeseran kebijakan menuju pendekatan yang lebih rehabilitatif. Tren peningkatan 

penyelesaian kasus melalui RJ menunjukkan bahwa mekanisme ini semakin diterima oleh aparat 

penegak hukum dan masyarakat. Meskipun demikian, efektivitas penerapan RJ di Indonesia masih 

menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum, kurangnya 

fasilitas rehabilitasi, dan resistensi dari masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian di luar jalur 

peradilan formal. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa tingkat residivisme anak yang menjalani 

penyelesaian perkara melalui RJ lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang melalui peradilan 

formal. Hal ini mengindikasikan bahwa RJ tidak hanya bertujuan untuk menghindari efek negatif 

pemidanaan terhadap anak, tetapi juga memberikan solusi jangka panjang dengan fokus pada pemulihan 

dan reintegrasi sosial. Hasil ini sejalan dengan teori bahwa keadilan restoratif lebih efektif dalam 
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menciptakan perubahan perilaku positif dibandingkan dengan pendekatan retributif yang 

menitikberatkan pada hukuman. 

Hasil penelitian ini menguatkan temuan dari (Kharisma et al., 2024) dan (Sahren et al., 2024) yang 

menunjukkan bahwa RJ dapat mengurangi dampak negatif sistem peradilan pidana terhadap anak 

dengan menitikberatkan pada rehabilitasi dibandingkan dengan penghukuman. Penelitian ini juga 

mendukung argumen yang diajukan oleh (Wemmers et al., 2023), yang menekankan pentingnya 

mekanisme diversi dalam penerapan RJ, terutama dalam konteks hukum pidana anak. Namun, hasil 

penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi RJ di Indonesia masih memiliki kesenjangan 

dengan praktik di negara lain, seperti Belanda dan Kanada, yang memiliki tingkat keberhasilan lebih 

tinggi dalam penerapan RJ. Penelitian oleh (Griveaud, 2024) menunjukkan bahwa keterlibatan aktif 

korban dalam proses RJ di negara-negara tersebut berkontribusi terhadap efektivitas pendekatan ini, 

sementara di Indonesia, keterlibatan korban masih terbatas. Selain itu, meskipun penelitian oleh 

(Marder, 2022) menunjukkan bahwa teori RJ yang dikembangkan oleh Lode Walgrave dapat diterapkan 

di berbagai sistem hukum, penelitian ini menemukan bahwa tantangan sosial dan budaya di Indonesia 

menghambat implementasi optimal RJ, sehingga diperlukan strategi adaptasi yang lebih kontekstual. 

Salah satu temuan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ekspektasi adalah bahwa meskipun jumlah 

kasus yang diselesaikan melalui RJ meningkat, masih terdapat resistensi dari aparat penegak hukum 

dalam mengadopsi pendekatan ini. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pelatihan atau pemahaman 

yang mendalam mengenai konsep RJ di kalangan polisi, jaksa, dan hakim. Temuan ini berbeda dengan 

hasil penelitian oleh (Darmawan et al., 2024), yang menunjukkan bahwa di beberapa wilayah, aparat 

penegak hukum cenderung lebih terbuka terhadap mekanisme diversi. Perbedaan ini dapat dijelaskan 

oleh variasi dalam dukungan kelembagaan serta perbedaan dalam tingkat kesadaran hukum antara satu 

daerah dengan daerah lainnya. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa kasus-kasus tertentu, seperti 

kejahatan berbasis daring (cyberbullying dan child grooming), masih belum sepenuhnya dapat ditangani 

melalui RJ karena kurangnya mekanisme yang sesuai. Hal ini bertentangan dengan temuan (Kirkwood, 

2022), yang menunjukkan bahwa RJ dapat diterapkan secara fleksibel dalam berbagai jenis tindak 

pidana. Dengan demikian, diperlukan studi lebih lanjut untuk menyesuaikan pendekatan RJ dengan 

tantangan kejahatan digital yang semakin meningkat di Indonesia. 

Dari segi teoritis, penelitian ini berkontribusi terhadap pemahaman mengenai efektivitas RJ dalam SPPA 

dengan menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat mengurangi residivisme serta memberikan solusi 

yang lebih manusiawi dibandingkan dengan sistem peradilan formal. Hasil penelitian ini juga 

menguatkan argumen bahwa keadilan restoratif tidak hanya berfokus pada pemulihan korban, tetapi 

juga pada rehabilitasi pelaku dan pemulihan hubungan sosial, sebagaimana dikemukakan oleh (Mpofu 

et al., 2024). Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi bagi kebijakan peradilan pidana anak 

di Indonesia. Salah satu rekomendasi utama adalah perlunya peningkatan kapasitas aparat penegak 

hukum melalui pelatihan khusus mengenai konsep dan mekanisme RJ. Selain itu, perlu adanya 
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peningkatan keterlibatan komunitas dalam penyelesaian kasus melalui RJ, seperti yang telah diterapkan 

di negara-negara dengan tingkat keberhasilan tinggi. Penelitian ini juga menekankan pentingnya 

penguatan regulasi dan infrastruktur untuk mendukung penerapan RJ secara lebih luas, termasuk 

pembentukan pusat rehabilitasi khusus bagi anak yang menjalani proses diversi. 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, cakupan penelitian ini 

masih terbatas pada wilayah tertentu di Indonesia, sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya 

mencerminkan variasi dalam penerapan RJ di seluruh negeri. Setiap daerah memiliki karakteristik 

hukum, sosial, dan budaya yang berbeda, yang dapat memengaruhi efektivitas serta implementasi RJ 

secara praktis. Kedua, meskipun penelitian ini telah menggunakan pendekatan empiris dengan 

wawancara dan studi kasus, keterbatasan dalam jumlah sampel dapat mempengaruhi generalisasi 

temuan. Ukuran sampel yang kecil dapat menyebabkan kurangnya representasi dari seluruh pemangku 

kepentingan yang terlibat dalam SPPA, termasuk aparat penegak hukum, korban, dan komunitas yang 

terlibat dalam penyelesaian kasus. Ketiga, penelitian ini belum sepenuhnya mengeksplorasi perspektif 

korban dalam proses RJ, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut untuk memahami bagaimana korban 

melihat efektivitas pendekatan ini. Perspektif korban memainkan peran penting dalam menentukan 

sejauh mana RJ dapat memenuhi prinsip keadilan dan pemulihan, terutama dalam kasus-kasus yang 

melibatkan dampak emosional dan psikologis yang mendalam. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi untuk penelitian di masa depan. 

Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan cakupan geografis yang lebih luas untuk 

mengeksplorasi variasi dalam implementasi RJ di berbagai daerah di Indonesia. Setiap wilayah memiliki 

perbedaan dalam aspek hukum, budaya, serta kesiapan infrastruktur yang dapat mempengaruhi 

efektivitas penerapan RJ, sehingga kajian komparatif antar daerah dapat memberikan pemahaman yang 

lebih komprehensif. Kedua, studi lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengidentifikasi strategi yang dapat 

meningkatkan keterlibatan korban dalam mekanisme RJ, dengan belajar dari praktik terbaik di negara-

negara lain. Dalam beberapa sistem hukum, korban diberikan peran yang lebih aktif dalam proses RJ, 

sehingga penelitian mengenai mekanisme partisipasi yang lebih inklusif dapat membantu 

mengoptimalkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Ketiga, penelitian di masa depan dapat fokus 

pada adaptasi RJ dalam menangani kejahatan berbasis daring yang semakin meningkat di kalangan anak. 

Perkembangan teknologi digital telah menciptakan bentuk kejahatan baru yang belum sepenuhnya 

terakomodasi dalam sistem RJ konvensional, sehingga diperlukan pendekatan yang mempertimbangkan 

aspek perlindungan korban, regulasi yang relevan, serta efektivitas intervensi yang berbasis teknologi. 

  

IV. CONCLUSION  

Berdasarkan hasil penelitian, RJ terbukti sebagai pendekatan yang efektif dalam penyelesaian tindak 

pidana anak, terutama karena menitikberatkan pada rehabilitasi dibandingkan dengan penghukuman. 

Pendekatan ini memberikan peluang bagi anak pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tanpa 
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harus mengalami dampak negatif dari sistem peradilan pidana formal, yang sering kali berdampak buruk 

pada perkembangan psikologis dan sosial mereka. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa 

implementasi RJ di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Minimnya 

pemahaman aparat penegak hukum mengenai konsep dan prosedur RJ menyebabkan ketidakkonsistenan 

dalam penerapannya, sementara keterbatasan fasilitas rehabilitasi menjadi kendala dalam memastikan 

bahwa anak yang menjalani diversi atau mediasi mendapatkan pendampingan yang memadai. Selain itu, 

resistensi dari sebagian masyarakat dan kurangnya partisipasi korban dalam proses penyelesaian kasus 

juga mempengaruhi efektivitas mekanisme ini dalam memberikan keadilan yang menyeluruh bagi 

semua pihak yang terlibat. 

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan reformasi kebijakan yang lebih komprehensif guna 

memperkuat landasan hukum dan mekanisme penerapan RJ dalam SPPA. Reformasi ini mencakup 

peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus agar mereka memiliki 

pemahaman yang lebih mendalam mengenai prinsip dan praktik RJ. Selain itu, perlu dilakukan investasi 

dalam pengembangan infrastruktur rehabilitasi yang lebih memadai, sehingga anak yang menjalani 

diversi dapat memperoleh pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Keberhasilan 

penerapan RJ juga bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat dan korban dalam proses penyelesaian 

kasus, sehingga diperlukan strategi untuk meningkatkan kesadaran serta partisipasi mereka. Untuk 

mendukung pengembangan kebijakan yang lebih efektif, penelitian di masa depan dapat berfokus pada 

evaluasi empiris terhadap implementasi RJ di berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, studi lebih lanjut 

juga diperlukan untuk meneliti strategi yang dapat meningkatkan keterlibatan korban dalam proses RJ 

serta mengeksplorasi penerapan pendekatan ini dalam menghadapi tantangan kejahatan berbasis daring 

yang semakin meningkat di kalangan anak. 
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